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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat Hukum 

Penilaian mengenai suatu postingan poster digital yang berisi dukungan 

terhadap suatu aksi massa dapat dikategorikan sebagai pelibatan anak harus 

dilakukan dengan pendekatan normative yaitu merujuk pada ketentuan yang ada di 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya 

pada Pasal 15 huruf a dan Pasal 76H, serta dikaitkan juga dengan prinsip 

pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana. 

Berdasarkan konteks postingan poster digital yang berisi dukungan 

terhadap sebuah aksi massa, kualifikasi hukum untuk menentukan pelibatan anak 

tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan konten dukungan saja melainkan harus 

memperhatikan substansi pesan dari konten tersebut, sasaran serta tujuan dari 

unggahan tersebut.  

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa postingan poster digital yang berisi dukungan terhadap aksi 

massa tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pelibatan anak, sepanjang 

tidak terdapat ajakan khusus kepada anak, tidak ada timdakan yang menjadikan 

anak sebagai alat kepentingan politik, serta tidak adanya bukti hubungan kausal 

langsung antara unggahan dengan keterlibatan anak dalam kegiatan aksi massa. 

Penafsiran terhadap ketentuan dari perlindungan anak harus dilakukan secara 
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proporsional agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai tanpa menimbulkan 

kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh 

hukum. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan kasus posisi yang telah di analisis dan diberikan pendapat 

hukum oleh penulis, maka penulis memiliki rekomendasi sebagai bentuk upaya  

yang dapat meringankan   Pemohon Legal Memorandum. Pertama,   Pemohon 

Legal Memorandum  disarankan untuk menekankan bahwa unsur perbuatan 

sebagaimana diatur pada Pasal 76H tidak terpenuhi, mengingat tidak adanya 

tindakan yang secara objektif dapat dikualifikasikan sebagai memperalat anak atau 

membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Dengan tidak terpenuhinya unsur pasal 

tersebut, maka dasar pemidanaan menjadi tidak relevan dan Pemohon Legal 

Memorandum memiliki landasan yang kuat untuk meminta penghentian dalam 

proses hukum. 
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